
 

 
 

Universitas Kristen Indonesia 

105 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Abdul Manan, 2016, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 

Prenadamedia, Jakarta, hlm. 62 

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 162 

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 

Likuidasi, dan Kepailitan Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 

Agus Santoso, M., 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, 

Kencana, Jakarta. 

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafndo 

Persada, Jakarta, hlm.11 

Anisah, Siti, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum 

Kepailitan di Indonesia, Total Media, Jogyakarta 

Anshori, Abdul Ghofur, 2016, Filsafat Hukum, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta 

Assers, C., 1991, Bagian Pengajian Hukum Perdata Belanda, Jilid II Hukum 

Perikatan Pertama Perikatan, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 23. 

Asikin, Zainal, 1991, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang di Indonesia, Radjawali Pers, Jakarta 

Bahsan, M., 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7 

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm,86 

Bernard Nainggolan, 2011, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan 

pihak-pihak berkepentingan dalam kepailitan Cetakan ke.1, Alumni, 

Bandung, hlm.138-139 

Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan 

Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, 2004, USU, Medan, 

hlm. 4-5. 

Bryan A. Garner, 1999, Black Law’s Dictionary, West Group, St. Paul, hlm. 141. 

Daeng Naja, H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.125. 

Djojo Muldjadi, “Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum 

Persekutuan Perseroan Dagang (Venoontschafrecht) Dewasa Ini”, Majalah 

Hukum dan Keadilan Nomor 5/6, 1997.hlm.5. 

Djumhana, Muhamad, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 74. 



 

 
 

Universitas Kristen Indonesia 

106 

Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 

hlm 88  

Friedmann, W., 1993, Teori dan Filsafat Hukum Dalam buku Telaah Kritis Atas 

Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh 

Muhammad Arifin, 1993, Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm.7. 

Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 

hlm.46 

Gatot Supramono, 1995, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, 

Djambatan, Jakarta, hlm. 44. 

Hartono Hadisoeprapto, 1984, Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan 

Hujum Jaminan, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, hal 54 

Hasibuan, H. Malayu S.P., 2009, Dasar-Dasar Hukum Perbankan, PT. Bumi 

Aksara, Jakarta, hlm.91. 

Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank 

Indonesia, Serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 

Jasa Keuangan”, 2014, Kencana, Jakarta, hlm. 56. 

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 

hlm. 56 

Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik ke 

Postmodernisme, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 241. 

Iswantoro, Uang dan Bank, Edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, hlm 62 

Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31 

Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57. 

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2012, 

Kencana, Jakarta 

John Rawls, 2006, A Theory of Jusctice (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

hlm.72-74. 

Man S. Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung, hlm. 127 

Munif Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era 

Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82. 

Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 111 

Newfriend N. Sambe, 1998, Jaminan terhadap Pemberian Kredit oleh Pihak Bank 

menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 



 

 
 

Universitas Kristen Indonesia 

107 

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. 

Bina Ilmu, Surabaya 

Purwosutjipto, H.M.N., 2004, Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang 

Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 28. 

Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, 2009, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, hlm. 72 

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

287 

Riawan Tjandra, W, 2018, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

277. 

Rudhy A. Lontoh, et.al., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2001, Alumni, Bandung, hlm. 

75-76. 

Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, 

Bandung, hlm. 458. 

Samsul Wahidin, 2017, Politik Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 53. 

Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak 

Innominat di Indonesia, 2014, Sinar Grafika, Jakarta 

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53. 

Satrio, J, 1993, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 

hlm. 122 

Serian Wijatno, 2014, Free Trade in International Trade Law Perspective. 

Gramedia, Jakarta, hlm. 27 

Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat 

- Tahun Ke I. Nomor 2, Majalah HUKUM UNAIR, 1974, Surabaya, hlm. 4. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 2006, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14 

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum jaminan di Indonesia Pokok-Pokok 

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cet. 4, 2007, Citra Aditya Bakti, 

Yogyakarta, hlm. 82 

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok 

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, 1980, Liberti Offset, Yogyakarta, 

hlm. 97-98. 

Sophar Maru Hutagalung, 2019, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan 

Alternatif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 351 

Solly Lubis, M., 2010, Diktat Teori Hukum, USU, Medan, hlm. 24 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2002, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok 

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, Jakarta, hlm. 4 



 

 
 

Universitas Kristen Indonesia 

108 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok 

Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, 1980, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 43.  

Soebekti, R.,1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 17 

Subekti, R, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15 

Subekti, R, 1978, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum 

Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 15. 

Sudikno Mertokusumi, 2003, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta, hlm. 77 

Sudjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54 

Sumarmi, 2010, Hukum Kepailitan, Sofmedia, Jakarta, hlm.196. 

Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cet. 2, Alfabeta, 

Bandung, hlm.239. 

Sutan Remy Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 

seimbang Bagi Para Pihak dalam Pejanjian Kredit Bank di Indonesia, 

Institut Bankir Indonesia, Jakarta 

Sutan Remy Sjahdeini, 1998, Hukum Kepailitan; Memahami Faillisements-

verordening juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998, Grafity, Jakarta, hlm. 

66. 

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan ketiga, Pustaka Utama Grafiti, 

Jakarta, hlm. 100. 

Suyatno, Thomas, dkk, 1993, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, hlm.70 

Suyatno, Thomas, dkk, 1991, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, hlm. 

84. 

Taswan, 2010, Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik dan Aplikasi (Edisi II). 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eddisi 

Kedua, Cetakan ketujuh, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd, Shomad, Hukum Perbankan, 2015, 

Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.112 . 

Wahidin ,Samsul, 2017, Politik Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 53. 

Yahya Harahap, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 315 

 

 



 

 
 

Universitas Kristen Indonesia 

109 

Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) 

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 

 

Jurnal dan Makalah 

Anisah, Siti, 2002, Personal Guarantee dan Corporate Guarantee dalam Putusan 

Peradilan Niaga, Jurnal Hukum, Nomor 19, Volume 9, hlm. 53-54 

Firdawaty, Linda, 2013, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1,  

Fungacova Z. dan Paghosyan T., 2011, Determinants of bank interest margins in 

Rusia, does bank Ownership matter? Rusia: Economic Systems, pp. 481-495 

Meiska Veranita, Desember 2015, Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan 

(Personal Guarantor) Dalam Hal DebitorPailit Menurut Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Jurnal Repertorium, Volume II No. 2, hlm. 138 

Monitacia Kamahayani, Juli 2020, Penerapan asas pari passu pro rate parte terhadap 

pemberesan harta pailit, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3 Nomor 1. 

Risal Dewi Priawan, 2018, Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis dalam 

Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Jurnal Amanna Gappa, Edisi No. 1 Vol. 26, hlm. 23 

Yane Pakel, 2018, Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Pengurusan 

dan Pemberesan Harta Pailit, Journal of Islamic Law, Edisi No. 1 Vol. 3, hlm. 

69 

Veronica Sri Rahayuningtyas, 2010, Aspek kontraktual Dalam Lembaga Corporate 

Guarantee, Jurnal publisher, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1. 

 

 

 


